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ABSTRAK

WAKAF adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariyah, artinya
selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya,
pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif telah meninggal dunia, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai
dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar terutama untuk kepentingan peribadatan
dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya
maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya. Untuk memenuhi fungsi seperti
disebutkan di atas, maka harta kekayaan yang dipisahkan itu haruslah tanah milik yang
bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan, dan atau persengketaan. Dengan kalimat lain tanah
yang dijadikan obyek wakaf, harus benar-benar milik bersih dan tidak ada cacatnya dari
sudut pemilik. Yang dimaksud hak milik sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 20
Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 196() adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat
ketentnan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Bapak Haji Ma’ruf
mewakafkan tanahnya dengan tujuan utama mencari ridho Allah SWT dan yang lain
menurnt pendapat beliau karena di kompleks perumaban yang berdekatan dengan
kediamannya tersebut sebagian warganya mempunyai kepercayaan lain dan warga
muslim apabila menjalankan ibadah misalnya salat tarawih atau salat Idul Fitri bertempat
di tanah lapang, namun beliau tetap menyerahkan tanah wakafnya kepada warga yang
seiman walaupun kalau dinilai secara ekonomi, tanah beliau sudah berharga tinggi,
namun karena untuk berjuang di jalan Allah, beliau tidak memandang dari segi ekonomi.
Bila dipandang dari sudut hukum Islam, semata-mata, maka soal wakaf menjadi begitu
sederhana asalkan dilandasi kepercayaan dan dianggap telah memenuhi ketentuan. Hal ini
disatu sisi adalah kemudahan administratif, artinya tidak ada prosedur yang rumit dalam
berwakaf.

Walaupun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang sangat mudah
dalam pengurusan pendaftaran tanah wakaf namun masih banyak tanah-tanah wakaf yang
belum didaftarkan terutama didesa-desa. Walaupun telah diserahkan sepenuhnya oleh
wakif kepada madzir dan sudah banyak yang bermanfaat namun menurut keterangan
mereka dengan menyerahkan pada masyarakat atau agama dan semata-mata karena
mencari ridha Allah. Untuk itu perlu peran serta pejabat formal seperti Kepala KUA,
Lurah, Modin, dan ustadz-ustadz untuk memberi penerangan atau mensosialisasilkan
perlunya pendaftaran tanah wakaf agar dikemudian hari tidak timbul masalah atas tanah
wakaf dan prosedur pengurusan yang sangat mudah, cepat dengan biaya sangat murah
namun dalam prakteknya memang belum semuanya sesuai dengan yang diharapkan.
Seperti telah kita ketahui bahwa manfaat tanah wakaf sangat berarti bagi kehidupan
masyarakat terutama fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan memberikan tempat ibadah
yang memadai salah satu contoh. Tanah Wakaf yang diberikan oleh Bapak H. Ma’ruf,
kepada masyarakat di Kompleks Perumahan Kekancan Mukti, Kelurahan Pedurungan
Tengah, yang kemudian dinamakan Masjid Al-Ma’ruf dan dikelola oleh Yaysan Al
Ma’ruf, sangat berarti bagi masyarakat sekitar dan dapat menyalurkan dana dari kekayaan
Yayasan untuk membantu fakir miskin dengan memberikan modal untuk membeli alat-
alat yang dipakai untuk bekerja dan pengembaliannya secara angsuran semampunya dan
tidak dikenakan bunga sama sekali. Contoh lain Stasiun Pompa Bensin Umum di Jalan
Arteri Soekarno-Hatta milik BKM Semarang, yang keuntungannya dapat dipergunakan
untuk pemeliharaan dan kegiatan Masjid Agung Jawa Tengah.




ABSTRACT

“WAKAF” is a low, as well as holy and noble act done for charity. It means that as long
as the thing donated is usable for people, the merit of it will keeping on flowing, though
the “wakif” is dead. That is why the government Low of number 28 issued in 1977 is
aimed at eternalizing the adventage of “wakf” based on its aims stated in a pledge for the
sake of worship and other public importance. To keep the wakaf in function, permanent
institutunalization is needed therefore. To achieve this, the wealth donated-in this case is
land, has to be free from any burdening matters such as contract, confiscation or
contention. In other words, the land donated has to be totally of the owner’s right. By
proprietary right as stated in the Agrarian Low point 20 (UU No. 5 tahun 1960} is meant
the descendant right owned by anybody on certain land that has social functions. An
example of “wakaf” is given by Mr. Ma’ruf. He donated his land only for Allah Bless. It
is because he knows that in the housing complex near his home, a part of it inhabitants
have another belief. And for Moslems, if they want to do their worships such as “tarawih”
or praying of “Idul Fitri”, they need a place to do so-in same cases is a large yard.
Though he knew that his land costs much, Mr. Ma’ruf still donated it for people with the
same belief there. He did not think of the economical concern of the land, rather he
thought of Allah’s may instead. When viewed from Islam Low, “wakaf” seems so simple
if it is done based on the belief and is in line with the rules available. It is such kind of
administration ease, meaning that there is no complicated procedures when doing the
“wakaf”. Though there has been the government low of number 28 in 1977, which
provides some ease in doing “wakaf”, a lot of land has not been registered yet as donated
land, especially in vilages. Even the land has been given comletely to its “radzir”, and
has been of many functions, “wakif” still thinks that it is necessary for him to give
“wakaf” to the society officially. The chairperson of KUA, Modin, and other scholars can
participate in socializing the importance of registering the “wakaf” to avoid problems in
the future. It is done within a very simple adminitration, quick and cheap cost. We know
that “wakaf” is really important, especially for the poors and orphans. It provides a place
for people to pray. Taken for an example, as the one stated above, is the wakaf land given
by Mr. Ma’ruf to the people in Kekancan Mukti, Pedurungan Tengah. A mosque named
Al Ma’ruf was built there. This mosque is under the control of Al Ma’ruf Foundation.
This foundation is really advantageuos for people around it. It distributes fund for the
poors by providing them tools they need for their work. Later, they onty need to pray it
back in credit, as they are able to, with no interest at all. Another example is the gasoline
station located in Soekarno-Hatta Street owned by BKM Semarang. The profit from it
can be used to look after the existence of Central Java and also finance a number of
activities there.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk diguﬁakan
oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan
kepadanya adalah wakaf.!
Mengenai pengertian wakaf itu sendiri berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1)

adalah sebagai berikut :*

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengertian mengenai wakaf seperti tersebut di atas, sejalan dengan

' pemahaman wakaf dalam lingkungan mazhab Syafi’i, yang pada umumnya

dianut di tanah air kita. Di samping itu, selaras juga dengan pengertian wakaf
menurut hukum Adat Indonesia.’

Pengertian wakaf seperti pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bila dicari titik

! Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf. (Jakarta : LUil-Press, 1988)

2 pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
3 Mohammad Daud Ali, op. cit. hal. 105




persamaannya dengan pemahaman wakaf menurut paham mazhab Syafi’i,
dapat dilihat bahwa kata “memisahkan” dalam rumusan itu menunjl;kkan
pada pengertian wakaf, sedangkan kata “untuk selama-lamanya”
menunjukkan pengaruh kuat mazhab Syafi’i dan juga mazhab Hambali.
Mengenai perkataan “untuk Kkepentingan peribadatan dan keperluan
umum? dalam rumusan itu menunjukkan pada wakaf umum dalam pengertiém
mazhab Syafi’i.

Sedangkan letak selarasnya pengertian wakaf menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dengan
pengertian wakaf menurut hukum Adat Indonesia, dapat dilihat pada pendapat
Hilman Hadikusuma. Menurut beliau, wakaf adalah memberikan,
menyediakan sesuatu benda yang zatnya kekal, seperti tanah, untuk dinikmati
dan dimanfaatkan kegunaannya bagi kepentinéan masyarakat menurut ajaran
Islam.

Qalah satu rukun wakaf antara lain adalah harta wakaf, harta wakaf
sangat penting artinya dalam perkembangan amalan dalam ajaran agama
Islam. Tanah wakaf sebagai salah satu bentuk dari harta wakaf adalah bentuk
yang terpenting diantara beraneka ragam bentuk wakaf dan menjadi salah satu
alat atau prasarana materiil dalam menegakkan ajaran-ajaran agama.4

Kebiasaan berwakaf sebenamya sudah melembaga sedemikian rupa di

kalangan masyarakat Islam meskipun belum seperti apa yang menjadi harapan

4 Sajuti Thalib. Lima Scrangaki Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum
Kewarisan dan Hukum Pidana). (Jakarta. Bina Aksara, 1983) hal. 39




artinya jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah belum mencukupi dan
belum berpengaruh secara luas di masyarakat. |

Perwakafan di Indonesia sudah lama berjalan, baik berada di bawah
pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan organisasi-
organisasi Islam. Namun peraturan perundangan yang mengatur dan menjamin
perwakafan di Indonesia belum ada. Akibat dari sengketa atas tanah-tanah
wakaf dan berakibat hilangnya tanah-tanah wakaf untuk kemudian menjadi
milik perseorangan karena kebanyakan harta wakaf yang berupa tanah masih
harus diatasnamakan perseorangan dan tidak berkedudukan sebagai harta
wakaf.

Mengingat pentipgnya lembaga wakaf, dalam Undang-Undang Pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 49 ayat (3) dinyatakan bahwa :
“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (3) tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah
Milik, diikuti kemudian oleh sejumlah peraturan pelaksanaan seperti yang
terakhir adalah Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D
1I/5/ED/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.

Menurut Prof. H. Mohammad Daud Ali, dalam bukunya Sistem
Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf yang menjadi latar belakang dikeluarkannya

peraturan-peraturan perwakafan tanah milik ini adalah :®

5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ljarah, Syirkah. (Bandung : PT. Alma’arif, 1987). Hal. 23
6 Mohammad Daud Afi, op. clt. Hal. 99
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1. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain
belum memenuhi kebutuhan, juga tidak diatur secara tuntas dalam suatu
peraturan  perundang-undangan  sehingga memudahkan  terjadinya
penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan
beranckaragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga, wakaf umum, dan
sebagainya) dan tidak adanya keharusan untuk mendafiarkan benda-
benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang
diwakafkan itu tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya
yang telah mewjadi milik ahli waris pengurus (nadzir) wakaf yang
bersangkutan.

2. Menimbulkan keresahan dikalangan wmat Islam yang menjurus pada
perasaan antipati terhadap lembaga wakaf padahal lembaga itu dapat
dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan
bersama, khususnya bagi umat Islam.

3. Dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai lanah wakaf
karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan. ‘

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,
Perwakafan Tanah Milik tidak hanya didasarkan pada Hukum Islam semata-
mata, tetapi juga didasarkan kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh
Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Peraturan Pemerintah No. 28
* 1977 dan peraturan pelaksanaannya telah membawa pembaharuan hukum
Perwakafan di tanah air kita sehingga diharapkan dapat memenuhi hakekat
dan tujuan wakaf sesuai dengan ajaran Islam.’

Meskipun telah dibentuk seperangkat peraturan tentang Perwakafan
Tanh Milik yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan
pelaksanaannya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (Istruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991), namun dalam praktek penyelenggaraannya belum terlaksana
sesual dengan ;(ang diharapkan, karena masih banyak masyarakat yang belum

mengetahuinya, memahami dan mematuhinya.

7 Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Bandung : Citra Adhitya
Bakti, 1984}, hal. 3.



Dengan belum diketahui, dimengerti dan dipatuhinya peraturan-
peraturan tersebut di atas, timbul permasalahan dalam pelaksanaa;mya.
Permasalahannya itu antara lain timbul misalnya : tanah-tanah wakaf terlantar
atau tidak terurus, tidak ada bukti-bukti atau tanda-tanda wakaf, tidak ada
catatan-catatan atau pendaftaran tanah wakaf dan masih banyak permasalahan
lain vang berkaitan dengan perwakafan tanah milik.

Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, apabila
dilihat dari awal mulanya berhubungan dengan proses pemasyarakatan
(sosi.alisas-i). Proses pemasyarakatan Peraturan ?Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 adalah penting, karena tidak dengan sendirinya semua warga masyarakat
mengetahui dan memahami hukum yang mengatur kehidupan bersama dengan
sesamanya di dalam masyarakat. Memang ada kemungkinan bahwa sebagian
dari hukum yang berlaku diketahuinya, namun hal itu hanya merupakan
sebagian kecil dari seluruh sistem hukum yang ada.®

| Upaya yang ditempuh dalam memasyarakatkan suatu peraturan
hukum, agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhinya adalah
melalui cara tertentu. Salah satu cara memasyarakatkan hukum ialah melalui
program penyuluhan hukum.

Penyuluhan bukum yang menyangkut perwakafan ténah milik
melibatkan banyak istansi antara lain Departemen Agama, Badan Pertanahan

Nasional, Pemerintah Daerah, Departemen Kehakiman. Instansi yang terkait

8 Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hokum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), hal. 13




tersebut merupakan mediator untuk memperkenalkan, memberikan informasi
dan sekaligus memberikan pengetahuan mengenai materi perwakafan t;inall
milik kepada masyarakat.

Tujuan pokok penyuluhan hukum adalah mengusahakan agar warga
masyarakat mematuhi hukum dengan cara melakukan kegiatan agar
masyarakat memahami hukum serta menghayati manfaatnya.’

Penyuluhan hukum ini dapat berhasil apabila ada pihak-pihak yang
saling mendukung antara lain aparat yang melakukan penyuluhan hukum dan
adanya kesadaran hukum dari masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak
terlepas dari proses pgmasyarakatan (sosialisasi) dengan cara melakukan
penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat dari instansi yang
terkait.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomeor 28 Tahun 1977,
masih banyak terdapat permasalahan tentang perwakafan misalnya tanah
wakaf yang tidak terurus, tanah wakaf yang menjadi sengketa, tanah wakaf
yang dikuasai oleh orang yang sebemarnya tidak berhak. Hal tersebut
disebabkan tidak adanya bukti perwakafan tanah sama sekali karena tidak ada
keharusan untuk mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan, sehingga
banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya.

Tetétpi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977, permasalahan tersebut di atas dapat teratasi -sehingga orang yang akan

? Sjechul Hadi Permono, Sosialisasi Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Makalah disampaikan dalam
Seminar Nasional Pemasyarakatan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Istam). (Yogyakarta : Ul, 1993)




mewakafkan tanahnya sekaligus‘ mensertifikatkan semakin meningkat. Hal ini
karena adanya penyuluhan hukum yang terus menerus dari aparat pem(;rintah
dan penegak hukum serta adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu
sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis bermaksud untuk meneliti
dan menulis tesis yang berkenaan dengan perwakafan tanah milik dengan

Judul : “Fungsi, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”.

. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikéﬁ;ukakan

permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong seéeorang untuk mewakafkan
tanahnya ?

2. Apakah proses pemasyarakatan (sosialisasi) mengenai Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 beserta peraturan-peraturan
pélaksanaannya berpengaruh terhadap pelaksanaan wakaf?

3. Apakah fungsi dan manfaat wakaf dalam kehidupan masyarakat?

. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk memahami faktor-faktor yang mendorong seorang untuk

mewakafkan tanahnya.




2. Untuk memahami pemaasyarakatan (sosialisasi) mengenal Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terhadap pelaksanaan wakaf .
3. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat yang diperoleh dari wakatf dalam

kehidupan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan gagasan-gagasan baru
atau rekomendasi pemikiran yang kiranya bermanfaat bagi upaya
pengembangan ilmu~ hukum khususnya mengenai ilmu pengetahuan
hukum wakaf. |

2. Manfaat Praktis
Di samping itn melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak
hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dalam usaha penataan dan
pemanfaatan tanah wakaf sehingga dapat bermanfaat secara maksimal dan

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

E. Sistematika Tesis
Sistematika tesis yang disajikan dalam penyusunan tesis ini disajikan
dengan suistematika sebagai berikut :
Babl Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.




Bab II

Bab III

Bab IV

BabV

Membahas mengenai pengertian perwakafan secara umum, unsur-
unsur wakaf, syarat-syarat wakaf dan ketentuan yang menjadi (;lasar
pelaksanaan wakaf sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel,
tehnik pengumpulan data dan metode analisa data.

Dalam bab ini diuraikan mengenai faktor-faktor yang mendor_ong
seseorang untuk mewakafkan tanahnya, proses pemasyarakatan
(sosialisasi) mengenai 'Pefa;uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, -
beserta peraturan pelaksanaannya, fungsi dan manfaat wakaf dalam
kehidupan masyarakat.

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis

berdasarkan hasil penelitian.




BABII
PERWAKAFAN TANAH MILIK MENURUT PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977

A. Pengertian dan Fungsi Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berlaku sejak tanggal 17
Mei 1977. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1577
tentang Perwakafan Tanah Milik, maka ketentuan tentang perwakafan tanah
milik yang ada sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini',wtidak berlaku lagi. Segala sesuatu yang
berkenaan dengan wakaf haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang
terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan
pelaksanannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
dan Pasal 1 sub b Peraturan Menteri Agama Nomor_l Tahun 1978, wakaf
adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan-
nya untuk selama-lainanya untuk kepentingan peribadatan atan keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari ramusan tersebut di atas, wakaf yang dimaksudkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah wakaf menurut hukum Figih Islam.
Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya di samping harus memenuhi

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
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Tahun 1977, juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di

dalam Figih Islam. Selain itu juga bahwa Peraturan Pemerintah N0m{0r 28

Tahun 1977 adalah hukum positif bagi orang-orang Islam di Indonesia yang

melakukan perwakafan tanah miliknya.

Batasan pengertian wakaf menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 tersebut di atas, diambil atau didasarkan pada
pengertian wakaf menurut hukum Islam. Menurut Prof. H. Mohammad Ali,
rumusan pengertian wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977, terkandung 4 (empat) unsur yang menjadi rukun
wakaf :'

1. Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan dengan
suatu persyaratan (Ikrar, sighat);

2. Perbuatan hukum itu dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang
dalam suatu badan tertentu yang memisahkan harta kekayaannya untuk
kepentingan terteniu,

3. Obyeknya berupa tanah dengan hak milik

4. Tujuannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya

Oleh karena itu wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai

shadagah jaripah artinya selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan

oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si
wakif telah meninggal dunia, maka fungsi wakaf menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu adalah mengekalkan manfaat benda

! Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf (Jakarta : IU Press, 1988). Hal 105
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wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam ikrar terutama
untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu
dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk
selama-lamanya.2

Untuk memenuhi fungsi seperti disebutkan di atas, maka harta
kekayaan yang dipisahkan itu haruslah tanah milik yang bebas dari
pembebanan, ikatan, sitaan dan persengketaan.® Dengan kalimat lain tanah
yang dijadikan obyek wakaf, harus benar-benar milik bersih dan tidak ada
cacatnya dari sudut pemilik. Yang dimaksud hak milik sebagaimana
dinyatakan di dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960) adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh

yang dapat dijumpai orang atas tanah dengan mengingat kefentuan bahwa

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial,*

B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, di dalam
pelaksanaan perwakafan tanah, ada beberapa unsur dan persyaratan yang
harus dipenuhi, yaitu : wakif, ikrar, obyek/harta yang diwakafkan, tujuan

perwakafan dan nadzir.’

2 Opelt. hal. 105
} Abdurrahman. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. (Bandung : Alumni. 1984) hal, 32
4 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. (Jakarta ; Djambatan. 1983) hal. 41

% Mohammad Daud Ali. Op.clt. hal. 106
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1. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Perataran Pemerintah Nomor 28 Tahunr 1977
dan pasal 1 sub ¢ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yang dapat
bertindak menjadi wakif adalah : (1) orang perseorangan, (2) orang-orang
secara berkelompok dan (3) badan hukum. Ketiga \bentuk subyek hukum
tersebut diatas itulah yang dapat mewakafkan tanah ‘miliknya, tetapi ketiga
subyek hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan
tindakan hukum.

Wakif dalam bentuk perorangan, untuk dapat melakukan perwakafan
diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) telah dewasa; (b)
sehat akalnya; (c) atas kehendak sendiri; (d) tidak terhalang oleh hukum untuk
melakukan suatu perbuatan hukum; (€} mempunyai tanah milik sendiri.

Sedangkan 5adan hukum Indonesia, ada ketentuan tersendiri yang
mengatur agar badan hukum itu dapat menjadi wakif. Ketentuan itu adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan-badan hukum
yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum itu adalah
sebagai berikut:* (1) Bank Negara; (2) Perkumpulan Koperasi Pertanian;
(3) Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, setelah
mendengar Menteri Agama; (4) Badan Sosial yang ditunjuk Menteri Dalam
Negeri setelah mendengar Menteri Sosial.

Yang bertindak atas nama badan hukum itu adalah pengurusnya yang

sah menurut hukum. Ketentuan tentang badan hukum yang dapat bertindak

1bid, hal 107
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menjadi wakif ini merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat di dalam
hukum Figih Islam. Hal ini discbabkan karena para ahli hukum Figih Islam
(fukaha) berpendapat bahwa radzir tidak harus orang lain atau kelompok

orang, wakif sendiri dapat menjadi radzir harta yang diwakafkan.”

2. Tkrar Wakaf

Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah suatu pernyataan kehendak
dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (Pasal 1 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977). Yang melakukan ikrar ini adalah w;lkif,
yang harus secara jelas menyatakan dengan lisan kepada radzir dihadapan
PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Tkrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi, untuk selahjutnya ikrar tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.
Yang bertindak sebagai PPATW adalah Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)
Kecamatan yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara administrasi.
Apabila di dalam suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Kantor Urusan
Agama terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Sedangkan apabila di
suatu daerah tingkat II Kabupaten/Kota belum ada Kantor Urusan Agamanya,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Seksi Urusan
Agama pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagai PPAIW.

Tujuan dibuatnya akta ikrar wakaf tersebut adalah untuk memperoleh

pembuktian yang kuat atau otentik dan sebagai salah satu persyaratan untuk

7
[bid, hal 112
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pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

Di samping itu juga mencegah timbulnya persengketaan tanah waliaf di

kemudian hari.

Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf, wakif diharuskan membawa serta
menyerahkan surat-surat, yaitu :

a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan oleh Camat,
yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu
sengketa;

¢. Surat keterangan pendaftaran tanah;

d. Ijin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nésional.

Menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977, pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah apabila dihadiri
dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dengan
demikian apabila pelaksanaan ikrar wakaf tersebut tidak dihadiri oleh saksi-
saksi, maka wakaf tersebut tidak sah. Untuk menjadi saksi seseorang harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 Peraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu antara lain :

1) dewasa; 2) sehat akalnya; dan 3) tidak terhalang untuk melakukan

perbuatan hukum.

Sedangkan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW), menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978
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adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Selain itu Kantor Urusan

Agama Kecamatan juga melakukan proses administrasi perwakafanr tanah

milik. Dalam hal di kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, Kantor

Wilayah Departemen Agama menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan

terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Apabila di suatu daerah

tingkat il Kabupaten/Kota belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Seksi Urusan

Agama pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagai PPAIW.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

No. Kep/D/75/78, tugas PPAIW adalah sebagai berikut :

1) Meneliti kehendak wakif, memeriksa kelengkapan surat-surat yang
dipertukan, khususnya tentang ada halangan atau tidaknya si calon wakif
melepaskan hak milik atau tanahnya. |

2) Mengesahkan nadzir, dengan didabului penelitian tentang syarat-syarat
calon nradzir, begitu pula halnya bila terjadi perubahan susunan nadzir.

3) Meneliti saksi-saksi.

4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan menandatangani (mengetahui)
formulir ikrar wakaf.

5) Membuat Akta Tkrar Wakaf rangkap 3 (tiga) dan salinannya rangkap 4
(empat). -

6) Menyimpan lembar